PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR £0aTAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Meni :
nimbang : a. bahwa. untuk - memadukan aspirasi masyarakat dengan program
Pemerintah Kabupaten B

Jangka Panjang, Jan

diperiukan Tatg Cara
P

anyumas dalam Penyusunan Perencanaan
gka Menengah, dan Jangka Pendek, maka
' Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
anjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPUMD), Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Rencana Kerja Pemerintah Dagrah (RKPD), Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Banyumas;

bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka ketentuan
mengenai Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perlu diatur
dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah—
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran.
Negara tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus1950);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4286); ’
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Undang-undang Nomor 25 Tahu
Pembangunan Nasional (Lemba
Tambahan Lembara

n 2004 tentang Sistem Perencanaan
ran Negara tahun 2004 Nomor 104,
n Negara Nomor 4421);
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

ahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
mbaran Negara Nomor 4548)

Negara Nomor 443
undang Nomor & T
108, Tambahan Le
S. Undang-
antara
tahun 2

undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pyusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2001

tentang Program Pembangunan Daerah ( PROPEDA ) Tahun 2002 -
2006 (Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 20 Seri E)

7. Peraturan  Pemerintgh Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Da

erah (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Peraturan Daerah Kaby
Perubah

)

paten Banyumas Nomor 15 Tahun 2003 tentang
an Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11
Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Lembaran Daerah tahyn 2003 Nomor 7 Seri A);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah
tahun 2003 Nomor 7 Seri D)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2005 tentang

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
(Lembaran Daerah tahun 2005 Nomor 2 Seri E);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Kepala

Bappenas Nomor 0259/MPpn/2005 dan Nomor 050/166/Sj tanggal

20 Januari 2005 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Tahun 2005;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret
2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah
Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/Sj tanggal 11

Agustus 2005 perihal Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM).
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Menetapkan : PERATUY
PENYUS

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratyran Bupati ini yang dimaksyg dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Banyumas;

2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas;
4

. Kecamatan adalah wilayah ke

) na camat i Kabupat
dibewsh bupai sebagai perangkat daerah upaten

5. Kelurahan adalah wilayah ke

) ) rja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam
wilayah kerja Kecamatan:

gzsa adalah kesatuan masyarakat hukym yang memiliki batas-batas wilayah yang
rwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

bgrdasarkan ésal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pelaku pembangunan adalah pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha,
Perguruan Tinggi, LSM, Organisasi Politik dan Organisasi Massa:

8. LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

9. LPMD adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;

10.Musyawarah Perencanaan Pembangunan selanjutnya disingkat Musrenbang adalah
forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan
daerah,

11.Musrenbang Kelurahan/Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun
perencanaan pembangunan daerah diwilayah Kelurahan/Desa

12.Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun
perencanaan pembangunan daerah diwilayah Kecamatan

13.Musrenbang Kabupaten adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun
perencanaan pembangunan daerah diwilayah Kabupaten

14, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat (RPJPD)

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 Tahun
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15.Rencana Pembangyng
N Jangka M
(RPJMD) adalah ¢ enengah Daerah yan i isi
il okumen Perencanaan yang selanjutnya disingkat
ahun Pembangunan daerah untuk periode 5

i okum
untuk periode 5 Tahyn N perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

17.Rencana Keria Pemerintah
dokumen perencanaan pemban
18.Rencana Kerja Satuan Kerja

SKPD adalah dokumen pereca
Tahun

Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
gunan Tahunan daerah untuk periode 1 Tahun

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
naan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1

19. Anggaran .
dokl?men Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
Tahun perencanaan yang dinyatakan dalam nilai rupiah untuk jangka waktu 1
20.Forum Sa i
adalah we::Z: ';:?a Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat forum SKPD
kegiatan pemban . a_“taf pelaku pembangunan untuk membahas prioritas
31\ Eearmiat gunan hasil mesrenbang Kecamatan dengan SKPD
. m Gabungan .
SKPD adaish Zab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat forgab
22 Kerangka ungan antara beberapa SKPD yang mempunyai fungsi yang sama
. ( i
i ;Qal:::l idalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong
rakat maupun lemba it lai i tuj
pembangunan daerah. g@ terkait lainnya untuk mencapai tujuan
23.Keran
- :Ea Al?ggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang
periu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
4.
24.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya di singkat BAPPEDA
adalah Bappeda Kabupaten Banyumas

BAB I
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1) Asas perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi,
dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan nasional

2) Maksud dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan
Musrenbang adalah sebagai pedoman dan pentahapan dalam rangka menyusun

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyumas.

yusunan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

3) Tujuan Pen
(2) adalah :
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4) Musrenbang diselenggarakan
unsur Penyelenggara negarad

Sinkronisasi dan Sinergi dalam penyusunan
kelurahanldesa, kecamatan dalam kabupaten.

Istensi antara perencanaan, penganggaran,

perencanaan Pembangunan

dalam rangka menyusun RPJMD diikuti oleh unsur-
engan mengikut-sertakan masyarakat.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 3

1) Dokumen perencanaan Pembangunan daerah terdiri atas -

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2)

1)

e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat D.

Musrenbang terdiri atas musrenbang jangka panja

musrenbang tahunan yang ruang lingkupnya adalah -
a.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
C.

d.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

aerah (renja-SKPD) ;

ng, musrenbang jangka menengah,

Musrenbang jangka panjang diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Musrenbang jangka menengah diselenggarakan dalam rangka penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Musrenbang Tahunan diselenggarakan dalam rangka menyusun Rencana

Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)

BAB IV
TAHAPAN DAN SUBSTANSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Pertama
Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 4

Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
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a. penyiapan rancangan awa| RPJPD

b. musyawa
yawarah Perencanaan Pembangunan jangka panjang
C. penyusunan rancangan akhir RPJPD

2) Penyusu.nan RPJIMD dilakukan melalui urutan kegiatan :
a. penyiapan rancangan awal RPJMD
b. penyiapan fancangan rencana kerja SKPD
C. mus
yawarah perencanaan Pembangunan jangka menengah
d. penyusunan rancangan akhir RPJMD:
3)

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
menyusun rencana awal RKPD

menyelenggarakan musrenbang tingkat Kelurahan/Desa,
menyelenggarakan musrenbang tingkat Kecamatan;
membentuk forum SKPD dan forum gabungan SKPD

menyelenggarakan musrenbang tingkat kabupaten
menyusun rencana akhir RKPD

- 0 o 0 T o

Bagian Kedua
Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 5

Penyelenggaraan. Musrenbang Jangka Panjang dilaksanakan paling lambat 1 Tahun
sebelum berakhimya periode RPJP yang sedang berjalan dan digunakan untuk
menyusun bahan masukan dalam rangka penyusunan rancangan akhir RPJPD yang

pesertanya adalah unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan
lembaga politik, sosial dan ekonomi di tingkat daerah.

Pasal 6

1) Hasil Musrenbang Jangka Menengah adalah bahan masukan dalam penyusunan
RPJMD dan diselesaikan paling lambat 2 bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

2) Kepala Bappeda bertanggung jawab menyelenggarakan penyusunan RPJMD.
3) Kepala Unit SKPD bertanggung jawab menyusun renstra SKPD

Pasal 7

1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada
RPJP Propinsi dan Nasional.
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2) RPJMD me
Daerah den

kpembangunan daerah, kebijakan umum
at daerah, program lintas satuan kerja

ahan disertai dengan rencana-rencana kerja
3) Dalam pen
Yusunan RPJPD ¢
) an RPJ ; .
Program dari atas bawan ( Top down MD periu dibangun komitmen bersama usulan

4) ) dan bawah atas ( bottom up )

RKPD mery
pakan penj .
rancangan kemng::njea:aran dari RPJMD dan mengacu pada RKP yang memuat
. onomi daerah, priori
kerja, dan pen densennya baik prioritas pembangunan daerah, rencana

maupun yang di yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
" yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
enstra-SKPD memuat visi, mis;

pembangunan.

9)
tujuan, strategi, kebijakan dan program

BABV

TATA CARA PEN
ot :EIC.;ENGGARAAN MUSRENBANG KELURAHAN/DESA,
AMATAN, FORUM SKPD/GABUNGAN SKPD DAN
MUSRENBANG KABUPATEN

Bagian Pertama
Musrenbang Kelurahan/Desa
Pasal 8

1) Musrenbang kelurahan/desa adalah forum musyawarah tahunan kelurahan/desa
yang pesertanya terdiri dari pihak yang berkepentingan untuk mengatasi
permasalahan kelurahan/desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil
musyawarah, untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

2) Musrenbang  kelurahan/desa  dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan/Desa, kinerja implementasi rencana
tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan
permasalahan nyata yang sedang dihadapi.

3) Hasil Musrenbang Kelurahan/Desa terdiri atas :

a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan/Desa
yang bersangkutan

b. Daftar prioritas kegiatan yang diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai APBD
kabupaten, propinsi dan nasional serta sumber dana lainnya.

c. Daftar nama delegasi yang akan membahas hasil musrenbang kelurahan/desa

pada forum musrenbang kecamatan.
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4) Hasil musrenbang kel

urahan/d i
kelurahan/desa esa d't“a"\gkan dalam berita acara musrenbang
5) Waktu pelaksanagn
mu
T Srenbang kelurahan/desa i
H, a dilaksanakan selambat-lambatnya

6) Mekanisme pelaksa
yaitu melakukan

7) Keluaran musrenban
9 kelurah
Tahunan Kelurahan/Desg . an/desa adalah Dokumen Rencana Pembangunan

| ang dilampiri iori
baik skala desg Maupun skalg kabu;r:::lenn e s e ebden . |
8) Peserta musrenbang desalkely .

PKK, karangtaruna Sosvan rahafw terdiri atas RT/RW, LPMK/D atau sebutan lain,
- penduduk misii: : komite pendidikan, tokoh agama, kelompok tani, P3A,
masyarakat setempat, » kelompok perempuan, organisasi sosial/politik dan tokoh

Bagian Kedua
Musrenbang Kecamatan
Pasal 9

1) Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah pelaku pembangunan
(stakeholder) kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari
kelurahan/desa serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan/desa dan kecamatan :
tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah
kabupaten pada tahun berikutnya.

2) Musrenbang kecamatan bertujuan untuk memadukan usulan rencana pembangunan
tahunan kelurahan/desa dan rencana pembangunan dari satuan kerja perangkat
daerah kabupaten di kecamatan bersangkutan.

3) Musrenbang kecamatan berkedudukan sebagai tahapan sinkronisasi hasil-hasil
perencanaan partisipatif dari wilayah kelurahan/desa.

4) Peserta musrenbang kecamatan terdiri dari perwakilan kelurahan/desa, LPMK/D atau
sebutan lain, anggota DPRD pada daerah pemilihan kecamatan dan tokoh
masyarakat yang didampingi aparat pemerintah daerah.

5) Waktu pelaksanaan musrenbang kecamatan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan
Pebruari.

6) Mekanisme pelaksanaan musrenbang kecamatan terdiri dari tahap persiapan yaitu
melakukan musyawarah tingkat kelurahan/desa dan tahap pelaksanaan yaitu

merumuskan kriteria untuk menyeleksi usulan.
7) Keluaran adalah dokumen rencana kecamatan yang berupa daftar skala prioritas

kebutuhan masyarakat.
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g) Hasil musrenbang kecamatan memuat antara |ain:
a. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di
tahun berikutnya yang disusun menurut SKPD dan atau

b. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti musre

c. Hasil musrenbang kecamatan
kecamatan,

kecamatan tersebut pada
gabungan SKPD
nbang kabupaten.
dituangkan dalam berita acara musrenbang

Bagian Ketiga
Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pasal 10

1) Forum SKPD membahas prioritas  kegiatan pembangunan hasil musrenbang
kecamatan yang tatacara penyelenggaraannya difasilitasi SKPD terkait.

2) Bappeda memfasilitasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD.

3) Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD memperhatikan masukan
kegiatan dari Kecamatan.

4) Hasil forum SKPD adalah :

a. Renja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka

anggaran yang dirinci menurut Kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan
alokasi APBD setempat, APBD Propinsi dan APBN:

Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD untuk
mengikuti pembahasan musrenbang tahunan kabupaten.

c. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten.
5) Forum SKPD melakukan inventarisasi, verifikasi, pengolahan dan penyajian informasi

atas usulan berbagai sumber dari musrenbang kecamatan, penyampaian kriteria

indikator prioritas program/kegiatan, serta penyampaian perkiraan kemampuan
pendanaan.

Bagian Keempat
Musrenbang Kabupaten
Pasal 11

1) Musrenbang kabupaten dalam rangka penyusunan RPJPD untuk jangka waktu 20
Tahun untuk menyusun Visi, Misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu
pada RPJP Nasional.

2) Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5
Tahun untuk menyusun penjabaran dari Visi, Misi dan program kepala daerah dan
memperhatikan RPJM Propinsi dan Nasional, memuat arah kebijakan keuangan
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3)

6)

7

~

daerah, strateg; Pembangunan da
perangkat daerah. lintas satyan pe
Musrenbang Kabupaten bertuju
perencanaan Pembangunan
Kabupaten sebagai taha
untuk Tahun anggaran b

erah, kebijakan umum dan program satuan kerja
rangkat daerah.

an untuk koordinasi dan sinkronisasi usulan
Serta menentukan skala prioritas pembangunan tingkat

P Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
erikutnya,

Musrenbang Kabupaten dalam ran
merupakan Penjabaran dari RPJ

daerah, prioritag pembangunan
pemerintah.

gka penyusunan RKPD untuk periode satu Tahun
MD yang memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, pendanaan yang dilaksanakan oleh

Musrenbang Kabupaten berked

) udukan sebagai tahapan untuk kesepakatan dan
komitmen atas usulan program, h

asil keterpaduan top down-bottom up planning.
Musrenbang melakukan diskusi kelompok untuk menetapkan kesepakatan dan
komitmen diantara stakeholders pembangunan atas program, kegiatan dan anggaran
Tahunan Daerah dan melakukan Diskusi Pleno untuk penyepakatan akhir diskusi
kelompok.

Waktu pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dilaksanakan selambat-lambatnya bulan
Maret

Keluaran pelaksanaan Musrenbang Kabupaten terdiri dari -

a. Musrenbang RPJPD menghasilkan rangkuman bahan masukan untuk
penyempurnaan draf akhir rancangan RPJPD.

b. Musrenbang RPJMD menghasilkan rangkuman bahan masukan untuk
pPenyempumaan draf akhir rancangan RPJMD.

C. Musrenbang RKPD menghasilkan rangkuman bahan masukan untuk

penyempurnaan draf akhir rancangan RKPD yang meliputi penetapan fungsi,
masalah, program, kegiatan yang diprioritaskan.

Peserta musrenbang terdiri dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan DPRD

baik yang berasal dari lembaga politik, sosial dan ekonomi, Ormas, Perguruan Tinggi
dan stakeholder lainnya

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Biaya yang timbul akibat dari peraturan bupati ini dibebankan pada :

a.
b.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Sumber dana lain yang sah.

10
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BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 13

1) Tata cara penilaian untuk kriteria usulan kegiatan mempertimbangkan pada bobot dan
nilai skor serta keterkaitan dengan Renstrada, Kebijakan Pemerintah Pusat / Daerah,
tingkat mendesaknya pelaksanaan kegiatan, Usulan Masyarakat, dan Kemampuan
Keuangan Daerah.

2) Kepala Desa dan Kepala Kelurahan wajib menyampaikan hasil Musrenbang
Kelurahan/Desa kepada Camat.

3) Camat wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Bupati melalui
Kepala Bappeda.

4) Kepala Bappeda wajib menyampaikan hasil Musrenbang Kabupaten kepada Bupati
Banyumas melalui Sekretaris Daerah.

5) Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB ViiI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas

padatanggal 3 1 prr 2005
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